PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG
PREKURSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-Undang
Nomor S5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan
Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Prekursor;

Mengingat o 1.

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PREKURSOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud
dengan:

1.

Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam
pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

2. Narkotika . . .
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis
maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya
rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,
yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
tentang Narkotika.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah
maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat
psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan
saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas
pada aktivitas mental dan perilaku.

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan,
mengolah, membuat, menghasilkan dan mengemas
dan/atau mengubah bentuk Prekursor.

Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian
kegiatan penyaluran atau penyerahan Prekursor
baik dalam  rangka = perdagangan, bukan
perdagangan maupun pemindahtanganan.

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan
Prekursor dari satu tempat ke tempat lain dengan
cara, moda atau sarana angkutan apapun dalam
rangka produksi dan peredaran.

Transito adalah pengangkutan Prekursor dari satu
negara ke negara lain dengan melalui dan/atau
singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang
terdapat Kantor Pabean dengan atau tanpa
berganti sarana angkutan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Prekursor dalam Peraturan Pemerintah ini
meliputi segala kegiatan yang berhubungan dengan
pengadaan dan penggunaan Prekursor untuk keperluan
industri  farmasi, industri  non farmasi, dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3. ..
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Pasal 3

Pengaturan Prekursor bertujuan untuk:

a.

b.

melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan
Prekursor;

mencegah dan memberantas peredaran gelap
Prekursor;

mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan
Prekursor; dan

menjamin ketersediaan Prekursor untuk industri
farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Prekursor digolongkan dalam Prekursor Tabel I dan
Prekursor Tabel II.

Jenis Prekursor Tabel I dan jenis Prekursor Tabel II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.

Penambahan dan perubahan jenis Prekursor Tabel I
dan Tabel II dalam Lampiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri terkait.

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN

(1)

(2)

Pasal 5

Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait
menyusun rencana kebutuhan Prekursor untuk
kepentingan industri farmasi, industri non farmasi,
dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi setiap tahun.

Rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan jumlah persediaan,
perkiraan kebutuhan dan penggunaan Prekursor
secara nasional.

(3) Menteri . . .
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(3) Menteri berdasarkan rencana kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan
kepada badan internasional di bidang Narkotika.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan rencana kebutuhan Prekursor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

BAB IV
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pengadaan Prekursor dilakukan melalui produksi
dalam negeri dan impor.

(2) Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk tujuan industri
farmasi, industri non farmasi, dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan
dalam pengadaan dan penggunaan Prekursor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Produksi

Pasal 7

(1) Prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri
yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Produksi Prekursor untuk industri farmasi harus
dilakukan dengan cara produksi yang baik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi
standar Farmakope Indonesia dan standar lainnya.

(4) Prekursor . . .
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(4) Prekursor untuk industri non farmasi harus

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Setiap Prekursor wajib diberi label pada setiap
wadah atau kemasan.

(2) Label pada wadah atau kemasan Prekursor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan
gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada
kemasan atau dimasukkan dalam kemasan,
ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah
dan/atau kemasannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara pelabelan Prekursor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penyimpanan
Pasal 9
(1) Prekursor wajib disimpan pada tempat

penyimpanan yang aman dan terpisah dari
penyimpanan lain.

(2) Prekursor yang disimpan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuktikan diperoleh secara sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

BABV . ..
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BAB V
IMPOR DAN EKSPOR

Bagian Kesatu

Surat Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 10

Impor dan ekspor Prekursor hanya dapat
dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin
usaha importir atau eksportir.

Impor dan ekspor Prekursor harus dilengkapi
dengan dokumen yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap melakukan kegiatan impor dan ekspor
Prekursor harus memperoleh Surat Persetujuan
Impor atau Surat Persetujuan Ekspor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
tata cara memperoleh Surat Persetujuan Impor
atau Surat Persetujuan Ekspor Prekursor untuk:

a. industri farmasi diatur oleh Menteri;

b. industri non farmasi diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang perdagangan; atau

c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang menggunakan Prekursor di bidang farmasi
diatur oleh Menteri, atau yang menggunakan
Prekursor di bidang non farmasi diatur oleh
menteri yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Bagian Kedua
Pengangkutan

Pasal 11

Setiap pengangkutan Prekursor harus disertai dan
dilengkapi dengan dokumen = pengangkutan
Prekursor yang sah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga . . .
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga
Transito

Pasal 12

Transito Prekursor harus dilengkapi dengan
dokumen persetujuan impor atau persetujuan
ekspor yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Setiap perubahan negara tujuan ekspor Prekursor
pada Transito, harus mendapat persetujuan dari:

a. pemerintah negara pengekspor Prekursor;

b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan
semula ekspor Prekursor; dan

c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor
Prekursor.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri
terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor
pada Transito hanya dapat dilakukan pada
Prekursor yang kemasannya mengalami
kerusakan.

Pengemasan dan pengemasan kembali Prekursor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan di bawah pengawasan dan tanggung
jawab pejabat yang berwenang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan dan
pengemasan kembali Prekursor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan
kewenangannya.

BAB VI . ..
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BAB VI
PEREDARAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 14

(1) Prekursor untuk industri non farmasi yang
diproduksi dalam negeri hanya dapat disalurkan
kepada industri non farmasi, distributor, dan
pengguna akhir.

(2) Prekursor untuk industri non farmasi yang diimpor
hanya dapat disalurkan kepada industri non
farmasi, dan pengguna akhir.

(3) Prekursor untuk industri farmasi hanya dapat
disalurkan kepada industri farmasi dan distributor.

(4) Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi, distributor
atau importir terdaftar dapat menyalurkan
Prekursor kepada lembaga pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

(5) Setiap kegiatan penyaluran Prekursor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
harus dilengkapi dengan dokumen penyaluran.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (5) diatur oleh Menteri
dan/atau menteri terkait sesuai dengan
kewenangannya.

Bagian Kedua
Penyerahan

Pasal 15

(1) Penyerahan Prekusor dalam rangka peredaran
harus dilakukan pencatatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan
Prekursor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

BAB VII . ..
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BAB VII
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

(1) Setiap orang atau badan yang mengelola Prekursor
wajib membuat pencatatan dan pelaporan.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat:

a. jumlah Prekursor yang masih ada dalam
persediaan;

b. jumlah dan banyaknya Prekursor yang
diserahkan; dan

c. keperluan atau kegunaan Prekursor oleh
pemesan.

(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilaporkan secara berkala.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) diatur secara terkoordinasi
oleh Menteri dan/atau menteri terkait sesuai
dengan kewenangannya.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap penggunaan Prekursor
dilakukan secara terpadu dengan pembinaan dan
pengendalian.

Pasal 18

(1) Menteri, menteri terkait, dan lembaga lain yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap
segala kegiatan yang berhubungan dengan
Prekursor secara  terkoordinasi melakukan
pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan . . .
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)
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Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan pada:

a. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan
industri farmasi dan non farmasi;

b. terpenuhinya Prekursor untuk kepentingan
pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dan pelayanan kesehatan;

c. pencegahan terjadinya penyimpangan dan
kebocoran Prekursor;

d. perlindungan kepada masyarakat dari bahaya
penyalahgunaan Prekursor; dan

e. pemberantasan peredaran gelap Prekursor.

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pengawas

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), petugas pengawas

berwenang:

a. melakukan pemeriksaan setempat dan/atau
mengambil contoh Prekursor pada sarana
produksi, penyaluran, penyimpanan dan
peredaran;

b. memeriksa surat/dokumen yang berkaitan
dengan Prekursor; dan

c. melakukan pengamanan terhadap Prekursor
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Petugas pengawas dalam melaksanakan setiap

kegiatan pengawasan harus dilengkapi dengan

surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh
Menteri dan/atau menteri terkait sesuai dengan
kewenangannya.

Pasal 19

Prekursor yang berasal dari produk tumbuh-
tumbuhan atau hewan dapat ditetapkan oleh
Menteri sebagai bahan yang berada di bawah
pengawasan.

(2) Dalam . . .
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(2) Dalam  menetapkan Prekursor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi
dengan menteri terkait.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pengawasan, Menteri dan menteri
terkait dapat mengambil tindakan administratif.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan; atau
d. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) diatur oleh Menteri dan/atau menteri
terkait sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Industri farmasi, industri non farmasi, Pedagang Besar
Bahan Baku Farmasi, distributor atau importir
terdaftar, dan lembaga  pengembangan  ilmu
pengetahuan dan teknologi, menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal
diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 60
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2010
TENTANG

PREKURSOR

UMUM

Prekursor sebagai bahan pemula atau bahan kimia banyak
digunakan dalam berbagai kegiatan baik pada industri farmasi,
industri non farmasi, sektor pertanian maupun untuk kepentingan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengadaan Prekursor untuk memenuhi kebutuhan industri
farmasi, industri non farmasi dan kebutuhan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada saat ini baru diatur dalam tingkat

Peraturan Menteri.

Kendatipun Prekursor sangat dibutuhkan di berbagai sektor
apabila penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau disalahgunakan dalam
pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap akan sangat

merugikan dan membahayakan kesehatan.

Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika
dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang
berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika maupun
Prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia
yang digunakan untuk memproduksi Narkotika dan Psikotropika

secara gelap.

Alat . ..
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Alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan
tindak pidana Narkotika dan Psikotropika adalah alat potensial yang
diawasi dan ditetapkan sebagai barang di bawah pengawasan
Pemerintah, antara lain: jarum suntik, semprit suntik (syringe), pipa

pemadatan dan anhidrida asam asetat.

Peningkatan penyalahgunaan Prekursor dalam pembuatan
Narkotika dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius
yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan, instabilitas
ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional oleh
karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai

peruntukannya.

Pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan dan
memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Prekursor sangat
membutuhkan langkah-langkah konkrit, terpadu dan terkoordinasi
secara nasional, regional maupun internasional, karena kejahatan
penyalahgunaan Prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh
perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama,
bahkan oleh sindikat yang terorganisasi rapi dan sangat rahasia.
Disamping itu kejahatan Prekursor bersifat transnasional dilakukan
dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih termasuk
pengamanan hasil-hasil kejahatan Prekursor. Perkembangan kualitas
kejahatan Prekursor tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat

serius bagi kehidupan umat manusia.

Dalam upaya melakukan pengendalian dan pengawasan serta
penanggulangan penyalahgunaan Prekursor karena menyangkut tugas
dan fungsi berbagai sektor terkait diperlukan adanya suatu Peraturan

Pemerintah yang menata secara menyeluruh pengaturan Prekursor.

Dalam . . .
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Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang penggolongan
dan jenis Prekursor, mekanisme penyusunan rencana kebutuhan
tahunan secara nasional, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran,

pencatatan dan pelaporan, pengawasan serta ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud Prekursor dalam penggolongan Tabel I
merupakan bahan awal dan pelarut yang sering
digunakan dan diawasi lebih ketat dibandingkan
Prekursor dalam penggolongan pada Tabel II.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan perubahan dan penambahan jenis Prekursor
oleh Menteri mengacu pada perkembangan terakhir
penetapan oleh badan internasional di bidang
Narkotika.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang
dikeluarkan oleh Menteri untuk Prekursor yang
digunakan dalam industri farmasi dan izin yang
dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang industri untuk
Prekursor yang digunakan dalam industri non farmasi.

Ayat (2) . ..



Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “standar lainnya” adalah
standar lain selain Farmakope Indonesia antara lain
martindel, merk index dan exstra farmakope.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “harus” adalah memenuhi
Standar Nasional Indonesia yang sudah ada. Dalam hal

Standar Nasional Indonesia belum ada, maka
memenuhi standar yang berlaku di bidang industri dan

perdagangan.
Pasal 8
Ayat (1)
Pemberian label pada Prekursor dalam bentuk bahan
baku (bulk) pada wadah atau kemasan dimaksudkan
sebagai informasi kepada pengguna maupun dalam
rangka pengawasan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 7”izin usaha importir atau
eksportir” adalah izin usaha dalam rangka perdagangan
yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” adalah
dokumen yang harus dipenuhi dan dipersyaratkan
dalam kegiatan impor dan ekspor oleh peraturan

perundang-undangan seperti invoice, Letter of Credit
(LC), Bill of Lading (BL), Air Way Bill (AWB) dan lain-lain.

Ayat (3) . ..
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Surat Persetujuan Impor atau
Surat Persetujuan Ekspor” adalah surat persetujuan
yang diberikan oleh Menteri atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan, untuk melakukan kegiatan impor atau
ekspor Prekursor.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang”
adalah pejabat Bea dan Cukai, dan pejabat kesehatan
di pelabuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen penyaluran” antara

lain faktur, surat angkut, dan surat penyerahan barang
yang menyertai penyaluran Prekursor.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15. ..



Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap
kegiatan produksi, penyimpanan, impor dan ekspor,
pengangkutan, transito, penyaluran, penyerahan, serta
pencatatan dan pelaporan Prekusor.

Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah lembaga
yang mempunyai kewenangan pengawasan seperti
Badan Narkotika Nasional dan Badan Pengawas Obat
dan Makanan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “petugas pengawas” adalah
tenaga pengawas yang ditunjuk secara resmi oleh
Menteri, menteri terkait atau pimpinan lembaga lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Bagi pejabat Bea dan Cukai yang menjadi petugas
pengawas di kawasan pabean cukup menunjukkan
identitas institusi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi di bidang farmasi saat ini, terhadap tumbuh-
tumbuhan tertentu yang digunakan untuk
memproduksi Prekursor perlu dinyatakan sebagai
barang di bawah pengawasan. Penetapan ini
dimaksudkan sebagai upaya pengawasan dan
pengendalian pembuatan Prekursor secara gelap.

Ayat (2) . ..



Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
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GOLONGAN DAN JENIS PREKURSOR

TABEL I

Acetic Anhydride.
N-Acetylanthranilic Acid.
Ephedrine.

Ergometrine.
Ergotamine.

Isosafrole.

Lysergic Acid.
3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone.
9. Norephedrine.

10. 1-Phenyl-2-Propanone.
11. Piperonal.

12. Potassium Permanganat.
13. Pseudoephedrine.

14. Safrole.

e o

TABEL II

Acetone.

Anthranilic Acid.
Ethyl Ether.
Hydrochloric Acid.
Methyl Ethyl Ketone.
Phenylacetic Acid.
Piperidine.
Sulphuric Acid.
Toluene.
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